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MOTO 

When they see you happy, some people want to take what you have. But if you 

build your brain, beauty and behavior, no one can take it away from you. 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena atas 

rahmat dan ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi ini dapat selesai tepat waktu 

dan dipersembahkan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi: 

Ayah dan ibu terkasih,  

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, 

kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku Saberansyah dan Aslamiyah, yang 

telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa 

menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran 

keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat 

terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada 

kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda 

untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh 

harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. 

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua. 

Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang saya 

hormati, 

Terima kasih atas semua ilmu dan kesempatan yang diberikan selama saya 

berkuliah di Fakultas Hukum. Tanpa kalian, saya tidak akan ada di posisi yang 

sekarang ini.  

Kepada Ibu Lies Ariyany, S.H., M.H., selaku 

dosen pembimbing akademik saya, yang sudah membimbing saya sejak awal 

mengenyam bangku perkuliahan hingga saya menyelesaikan tugas akhir. 

 

 

Kepada dosen pembimbing, 

 

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu Dr. Hj. Syahrida, 

S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya. Sosok beliau yang begitu 

perhatian dan bersahaja membuat proses penelitian dan penulisan skripsi jauh 

lebih mudah. Masukan-masukan yang beliau berikan sangat membantu saya 

dalam menulis. 
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RINGKASAN 

Putri Annisa Rahmawati. Desember 2024. PERJANJIAN BAKU DALAM 

PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG YANG MENGANDUNG 

KLAUSULA EKSONERASI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. 

Hj. Syahrida, S.H., M.H.. 

Semenjak kegiatan jual beli atau perdagangan bertransformasi dari perdagangan 

konvensional menjadi perdagangan elektronik, perjanjian pengangkutan barang 

yang semula dilakukan secara lisan mulai dibuat dalam bentuk tertulis. Namun, 

perjanjian pengangkutan yang demikian biasanya dibuat dengan menggunakan 

klausula eksonerasi.  Klausula eksonerasi yang demikian tidak sesuai dengan 

ketentuan mengenai tanggung jawab pihak pengangkut atau penyedia jasa ekspedisi 

seperti yang tercantum dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(Wetboek van Koophandle) yang menyatakan bahwa pihak pengangkut harus 

menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-

barang kiriman yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran dari pihak 

pengangkut. Sepanjang tahun 2024, tercatat beberapa kecelakaan pengangkutan 

barang. Dari kecelakaan tersebut, kegagalan dari kegiatan pengangkutan barang 

didominasi oleh pengangkutan barang melalui jalur darat. Pada sejumlah kasus 

kecelakaan dan kehilangan dalam pengangkutan barang tersebut, pihak pengangkut 

atau penyedia  jasa ekspedisi tidak bersedia memberikan ganti kerugian atau 

kompensasi atas kehilangan, kerusakan atau kecacatan barang angkutan yang 

semestinya menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini sangat merugikan konsumen. 

Selain merugikan konsumen, penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian 

pengangkutan barang juga bertentangan dengan asas keseimbangan. Karena 

menghalangi konsumen untuk mengutarakan kehendak dan turut serta menentukan 

isi dari perjanjian (real bargaining). Dengan demikian, karena tidak tercapainya 

tawar menawar yang nyata antara para pihak dalam perjanjian maka timbul isu 

hukum mengenai keabsahan perjanjian pengangkutan barang yang menggunakan 

klausula eksonerasi serta mengenai perlindungan hukum konsumen atas kerugian 

yang disebabkan oleh penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian 

pengangkutan barang. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif doktrinal dengan tipe 

penelitian terhadap sistematika hukum, yakni penelitian yang mengidentifikasi 

keabsahan perjanjian pengangkutan barang yang dituangkan dalam bentuk 

perjanjian baku berdasarkan syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Untuk menganalisis isu 

hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum 
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sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui inventarisasi. Bahan hukum yang 

didapat dianalisis melalui analisis teks (content analysis) berdasarkan argumentasi 

hukum. 

Penggunaan perjanjian baku dan klausula eksonerasi pada dasarnya diperbolehkan 

selama tidak melanggar ketentuan atau batasan yang berlaku. Adapun keabsahan 

perjanjian baku pengangkutan barang melalui jalur darat yang mengandung 

klausula eksonerasi dianalisis berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian 

pengangkutan barang melalui jalur darat dalam bentuk perjanjian baku yang 

mengandung klausula eksonerasi melanggar sejumlah ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Akibat hukum dari adanya kausa yang tidak halal karena 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadikan perjanjian 

tersebut batal demi hukum atau void ab intio.  Perjanjian yang batal demi hukum 

kebatalannya bersifat absolut (absolut nietig) artinya perjanjian itu dianggap sejak 

awal tidak pernah ada (non existence).  Sehingga tidak mempunyai akibat hukum 

yang mengikat bagi para pihak dan kebatalannya berlaku bagi semua orang (apabila 

terdapat pihak ketiga dalam perjanjian).  Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 18 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang menyebutkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku 

yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) berakibat batal demi hukum. Sekalipun 

tergolong juga sebagai cacat kehendak apabila ternyata pihak pengirim barang ialah 

orang yang lebih lemah secara ekonomi atau psikologisnya (lemah pengetahuan 

hukum), jika klausula eksonerasi yang dimaksud mengalihkan tanggung jawab 

pelaku usaha kepada konsumen maka perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum 

sebab melanggar undang-undang dalam bidang bisnis yaitu Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Sehingga perjanjian 

pengangkutan barang dalam bentuk perjanjian baku yang mengandung klausula 

eksonerasi dinyatakan batal demi hukum (void ab intio) dan tidak memiliki 

kekuatan mengikat. 

Perlindungan hukum konsumen jasa pengangkutan barang terhadap kerugian dari 

perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yaitu konsumen dapat 

melakukan pengaduan secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), melakukan klaim asuransi, membuat gugatan perdata ke 

pengadilan negeri dan melaporkan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen tidak 

melakukan gugatan ke pengadilan maka ia dianggap melepaskan haknya untuk 

mengajukan pembatalan perjanjian (rechtsverwerking). Jika konsumen melakukan 

pengaduan secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK), maka BPSK dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan sengketa 

perihal perjanjian baku melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diwadahi oleh BPSK berupa 

kegiatan konsiliasi, mediasi atau arbitrase. 
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ABSTRAK 

Semenjak kegiatan jual beli atau perdagangan bertransformasi dari perdagangan 

konvensional menjadi perdagangan elektronik, perjanjian pengangkutan barang 

yang semula dilakukan secara lisan mulai dibuat dalam bentuk tertulis. Namun, 

perjanjian pengangkutan yang demikian biasanya dibuat dengan menggunakan 

klausula eksonerasi yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 

kepada pihak konsumen.  Klausula eksonerasi yang demikian tidak sesuai dengan 

ketentuan mengenai tanggung jawab pihak pengangkut atau penyedia jasa ekspedisi 

seperti yang tercantum dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal 

ini sangat merugikan konsumen. Karena menghalangi konsumen untuk 

mengutarakan kehendak dan turut serta menentukan isi dari perjanjian. Oleh karena 

itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis keabsahan perjanjian baku 

dalam perjanjian pengangkutan barang yang menggunakan klausula eksonerasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis teks secara sistematis. 

Perjanjian pengangkutan barang melalui jalur darat dalam bentuk perjanjian baku 

yang mengandung klausula eksonerasi melanggar sejumlah ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Akibat hukum dari adanya kausa yang tidak halal karena 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadikan perjanjian 

tersebut batal demi hukum. Sehingga tidak mempunyai akibat hukum yang 

mengikat bagi para pihak dan kebatalannya berlaku bagi semua orang (apabila 

terdapat pihak ketiga dalam perjanjian). Adapun bentuk perlindungan hukum 

terhadap konsumen karena penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian 

pengangkutan barang yang mengandung klausula eksonerasi yaitu konsumen dapat 

melakukan pengaduan secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), melakukan klaim asuransi, membuat gugatan perdata ke 

pengadilan negeri dan melaporkan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Kata kunci (keyword): perjanjian baku, klausula eksonerasi, perlindungan 

konsumen. 
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